BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Sistem pemilihan umum sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia pada Pemilihan Umum
Masa Orde Lama sampai dengan Pemilihan Umum Masa Reformasi, semua
menerapkan sistem pemilihan yang sama yaitu sistem proporsional, namun
dengan variasi sistem yang berbeda. Sistem pemilihan umum Masa Orde
Lama dan masa Orde Reformasi (Pemilihan Umum 2004 sampai 2019)
menerapkan variasi sistem proporsional terbuka dan mengacu pada nomor
urut calon lalu menjadi mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan
suara terbanyak, sedangkan sistem Pemilihan Umum Masa Orde Baru dan
Pemilihan Umum 1999 menerapkan variasi sistem proporsional tertutup.
Dengan adanya perubahan dari sistem daftar tertutup ke terbuka akan lebih
mewujudkan prinsip demokrasi yaitu rakyat bisa langsung memilih calon
yang menurutnya terbaik untuk menjadi wakil rakyat sedangkan dalan sistem
daftar tertutup, calon ditentukan sepihak oleh partai politik; dan

2. Perbandingan sistem demokrasi dalam Pemilihan Umum Legislatif setelah
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum bahwa mempunyai perbedaan. Perbedaannya pada saat pemilihan

umum tahun 2004 dimana sistem demokrasi sebelum pemilihan umum tahun
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2004 yaitu demokrasi tidak langsung atau perwakilan dan pemilihan umum
2004 sampai 2019 yaitu demokrasi langsung. Namun, Indonesia menganut
demokrasi langsung dan tidak langsung. Dimana demokrasi langsung hadir
dalam wujud terlibatnya rakyat menentukan siapa yang akan menjadi
anggota lembaga pewakilan, Presiden dan Wakil Presiden dan kepala daerah.
Sedangkan demokrasi tidak langsung terwujud dalam rupa lembaga
perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan hal yang membedakan
bahwa Pemilihan Umum sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
yaitu Pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan tidak serentak, sedangkan
Pemilihan Umum setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
dilaksanakan Pemilihan Umum Nasional Serentak dilaksanakan untuk
memilih Presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD. Dimana
dengan dilaksanakan pemilu nasional serentak akan menghasilkan coattail
effect, yaitu proses pemilu legislatif juga akan mewarnai pemilu eksekutif
dan tidak ada lagi relasi Presiden-DPR karena partai minoritas di kursi DPR.
Dari sudut pandang ketatanegaran, kondisi yang demikian akan memperkuat
sistem presidensial yang diterapkan. Oleh karena itu, pemenang pemilu
presiden didukung oleh partai yang memenangkan pemilu legislatif. Dalam
kondisi demikian, akan terjalin hubungan konstruktif antara parlemen dan

pemerintah.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik saran, yaitu:

1. Dalam sistem pemilihan umum legislatif menggunakan sistem proporsional
dengan sistem daftar terbuka, karena masih dianggap pilihan terbaik untuk
mewujudkan prinsip demokrasi yaitu demi tingginya partisipasi pemilih dan
akuntabilitas wakil rakyat. Walaupun sistem proporsional terbuka masih ada
kekurangan yaitu biaya politik yang mahal, solidaritas partai terganggu,
tingginya potensi politik uang untuk mengandalkan popularitas di pemilihan
umum. Untuk itu, harus ada perbaikan internal partai politik dan penegakan
hukum. Selain itu, dalam memperbaiki sistem proporsional terbuka, partai
politik harus menghapus aspek individual dan memperkuat kelembagaan
dengan meningkatkan kebersamaan di internal partai dan menekankan partai
politik harus memilih calon yang berkualitas. Demi mewujudkan prinsip
demokrasi yang salah satunya yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk
memilih wakilnya melalui pemilihan umum. Dengan begitu, sistem
proporsional terbuka dapat mewujudkan prinsip demokrasi yang mana
rakyat dapat memilih calon wakil rakyat yang lebih mendekatkan pemilih
kepada calon dan lebih mengetahui calon mana yang terbaik menurutnya
untuk dijadikan wakil rakyat. Sistem proporsional terbuka membuka peluang
partisipasi lebih besar, komunikasi politik berjalan dan kesempatan calon

terpilih lebih adil.
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2. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum diharapkan untuk memperkuat sistem presidensial yaitu
terjalin hubungan antara parlemen dan pemerintah secara baik dan terhadap
kejujuran perangkat hukum, agar memang meniatkan hati dalam
pekerjaannya sebagai perangkat hukum tanpa adanya suatu harapan-harapan
yang berlebihan kepada manusia. Salah satu upayanya yaitu standar pemilu
demokratis mensyaratkan pemilu jujur dan adil (free and fair elections)
dapat dicapai apabila bersedia perangkat hukum yang mengatur semua
proses pelaksanaan pemilu, sekaligus mampu melindungi para
penyelenggara, peserta, calon, pemilih pemantau, dan warga negara pada
umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan dan
berbagai praktik curang lainnya. Dan agar tidak terulang kembali pemilu
legislatif dan pemilu presiden yang terjadi konflik Presiden-Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengarah pada situasi deadlock dan
immobilism, dimana potensi tersebut cenderung membesar apabila partai-
partai di Dewan Perwakilan Rakyat semakin melembaga dan lebih ideologis
di satu pihak, serta kepemimpinan Presiden tidak terlalu melayani kompromi
politik dengan partai-partai DPR di lain pihak. Dan berharap, Indonesia
dapat menjadi Negara yang maju dan lebih baik lagi, terutama wakil-wakil
rakyat yang sudah terpilih melalui pemilihan umum dan dipilih secara
langsung oleh rakyat harus mendengarkan dan memahami kebutuhan

rakyatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.



